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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan terkait 

fokus dan sub fokus penelitian bahwa: 

1. Proses Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Melalui Program 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Kota Selatan sudah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permensos No. 2 Tahun 2019 

tentang bantuan sosial usaha ekonomi produktif kepada kelompok 

usaha bersama untuk penanganan fakir miskin. Dari hal tersebut 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan 

bantuan sosial melalui program kelompok usaha bersama (KUBE) di 

kecamatan Kota Selatan sudah berjalan dengan prosedur yang 

berlaku, hal ini ditinjau dari proses verifikasi berkas, penyaluran 

bantuan KUBE, evaluasi dan monitoring namun jika ditinjau dari 

proses penetapan penerima dan sosialisasi masih belum maksimal, hal 

ini dikarenakan masih kurangnya ketepatan sasaran dalam penetapan 

penerima bantuan dan masih kurang pengetahuan masyarakat 

mengenai program KUBE, sehingga hal – hal tersebut perlu lebih 

diperhatikan oleh penyelenggara program agar proses implementasi 

kebijakan bantuan sosial melalui program kelompok usaha bersama 
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(KUBE) di Kecamatan Kota Selatan dapat berjalan dengan maksimal 

sehingga akan berdampak positif kepada masyarakat. 

2. Faktor – Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Program 

Impementasi Kebiajakn Bantuan Sosial Melalui Program Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) Di Kecamatan Kota Selatan sudah 

dilaksanakan dengan prosedur yang berlaku. Hal ini ditinjau dari 

faktor sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi, namun masih 

terdapat kendala pada faktor komunikasi, dimana masih ada 

masyarakat yang belum memahami mengenai program KUBE yang 

dijalan di Kecamatan Kota Selatan.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dilapanagan peneliti dapat memberikan 

saran bahwa: 

1. Proses Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

dalam Meningkatakan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kota 

Selatan. Dalam proses impelementasi program KUBE yakni perlu 

adanya keterlibatan pemerintah kota dan Dinas Sosial dalam hal 

penetapan calon penerima bantuan KUBE dan juga komunikasi yang 

dijalin oleh perancang program dan penyelenggara program harus 

sejalan sehingga masyarakat mudah untuk mengerti program yang di 

implementasi kepada masyarakat.  



101 
 

 
 

2. Faktor–Faktor yang Menentukan Keberhasilan Program Implementasi 

Kebijakan Bantuan Sosial Melalui Program Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) di Kecamatan Kota Selatan. Dalam hal ini dari 

pihak penyelenggara program yang menjadi pemateri mempunyai 

pengetahuan yang luas mengenai program KUBE sehingga 

masyarakat dapat mudah mengerti dengan program KUBE, adapaun 

saran lain yang dapat peneliti berikan yaitu mengenai kebijakan yang 

dilakukan dalam proses penilain, agar kiranya pihak pembuat 

kebijakan dapat mengkaji ataupun melihat urgentsi dalam proses 

penilaian sehingga jika terdapat anggota kelompok yang mengalami 

kemajuan usahnya akan diberikan bantuan lagi sehingga tidak akan 

terhambat dengan anggota kelompok yang tidak mengalami 

kemajuan. 
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